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. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) diwakili oleh Ketua

Umum Ir. Hariyadi Budi Santoso Sukamdani, M.M. dan

Sekretaris Umum Sanny Iskandar.

: Pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2),

serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(UU PDRD) terhadap UUD 1945.

: Pasal dan/atau ayat dimaksud dianggap merugikan hak

konstitusionalitas Pemohon karena Pemerintah
membebankan pajak penerangan jalan atas penggunaan
listrik oleh Pemohon yang listrik tersebut sebenarnya

dihasilkan sendiri oleh Pemohon.

: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
: 13 Desember 2018

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Asosiasi Pengusaha

Indonesia (APINDO) yang diwakili oleh Ketua Umum Ir. Hariyadi Budi Santoso

Sukamdani, M.M. dan Sekretaris Umum Sanny Iskandar.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan

pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun

mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai kerugian konstitusional

yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian adalah berupa

pembebanan pajak penerangan jalan kepada Pemohon atas penggunaan listrik



yang dihasilkan sendiri oleh Pemohon. Pemohon telah membuktikan sebagai badan
hukum perkumpulan beranggotakan pengusaha dan/atau perusahaan yang
berdomisili di Indonesia. Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Berkenaan dengan isi permohonan, setelah mencermati rumusan Pasal 1
angka 28 juncto Pasal 52 ayat (1) UU PDRD serta keterangan Presiden (vide
Keterangan Presiden, huruf f, halaman 12), Mahkamah menemukan penegasan
bahwa makna yang dikehendaki pembentuk undang-undang adalah semua
penggunaan tenaga listrik tanpa kecuali merupakan objek dari PPJ, tidak terbatas
hanya pada penggunaan tenaga listrik untuk keperluan penerangan jalan saja.

Padahal seharusnya Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2),
serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD secara limitatif hanya mengatur
materi muatan tentang pengenaan pajak pada penggunaan tenaga listrik untuk
penerangan jalan yang listriknya bersumber dari, atau disediakan oleh, pemerintah
dan pembayarannya dapat dibebankan kepada masyarakat.

Ketidaktepatan penempatan objek pajak dengan jenis pajak yang
berkaitan dengan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55
ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD demikian menurut Mahkamah merupakan persoalan
konstitusionalitas norma. Namun tidak serta-merta berarti bahwa sumber listrik yang
dihasilkan sendiri dan sumber lainnya selain yang dihasilkan pemerintah in casu PT
PLN tidak dapat menjadi objek pajak. Dengan kata lain PPJ seharusnya tidak
menjadikan sumber listrik yang dihasilkan sendiri dan sumber lain sebagai objek
sasarannya, namun objek tersebut tetap dapat dikenakan pajak akan tetapi materi
muatan peraturan perundang-undangannya harus menyebutkan jenis pajak yang
tepat.

Menurut Mahkamah frasa “penerangan jalan” pada istilah “pajak
penerangan jalan” sebenarnya telah dengan jelas merujuk pada suatu
tindakan/aktivitas yang membuat terang jalan. Secara harfiah pajak penerangan
jalan berarti pajak yang dikenakan bagi peristiwva penerangan jalan, yang seiring
perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi maka penerangan jalan telah lazim
menggunakan alat-alat elektronik bertenaga listrik. Sehingga jika dikaitkan dengan
listrik yang dipergunakan sebagai energi untuk “menyalakan” alat-alat elektronik,
maka pajak penerangan jalan diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas

penggunaan listrik bagi penerangan jalan.



Apabila dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 28 UU PDRD yang
menyatakan, “Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”, dan Pasal 52 ayat
(1) UU PDRD yang menyatakan “Objek Pajak Penerangan Jalan adalah
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari
sumber lain”, menurut Mahkamah telah ternyata pembentuk undang-undang
mencampurkan pengaturan dua kategori yang berbeda ke dalam satu pasal, yaitu
kategori peruntukan tenaga listrik disatukan dengan kategori sumber (penghasil)
tenaga listrik. Induk kalimat pada rumusan ketentuan tersebut jelas menerangkan
mengenai penggunaan tenaga listrik sebagai objek pajak berdasarkan klasifikasi
peruntukannya.

Berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah berpendapat Pasal 1
angka 28 dan Pasal 52 ayat (1) UU PDRD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 karena penggunaan istilah di dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 52 ayat
(1) UU a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna tenaga
listrik.

Di sisi lain, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya
tenaga listrik yang dihasilkan/dibangkitkan sendiri oleh pengguna tidak dikenai
pajak, Mahkamah berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa semua penggunaan tenaga
listrik dapat dikenai pajak tanpa membedakan asal atau sumber pasokan tenaga
listrik tersebut, apakah dibangkitkan sendiri oleh pengguna atau dibangkitkan oleh
pihak selain pengguna.

Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam hal pengenaan
pajak akibat dibatalkannya Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU PDRD, Mahkamah memerintahkan kepada
pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi
pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan, baik
yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh
pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diucapkannya putusan ini. Artinya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
sejak diucapkannya putusan ini UU PDRD masih berlaku sebagai dasar pengenaan
PPJ.

Amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55
ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta
Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai
dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) khususnya berkenaan dengan
pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri
maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh
pemerintah (PT PLN) sejak putusan ini diucapkan;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.



